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ABSTRAK

Nama : Yossi Aprianita

Nim : 02091001002

Judul Skripsi : Dasar pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidana Bersyarat
Bagi Narapida Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan
pidana tambahan namun dalam penerapan pidananya dapat dijatuhkan dengan
pemidanaan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan
Pasal 14f KUHP. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui apa yang menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat serta
hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam
melaksanakan putusan pidana bersyarat tersebut. Disamping itu, penulis juga
menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data
berupa informasi dari sumber-sumber yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri
Lubuklinggau yang telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Jaksa yang pernah
mendakwakan pidana bersyarat serta Petugas Balai Pemasyarakatan yang pernah
melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Dengan
teknik pengumpulan data berupa Penelitaian lapangan yang berupa wawancara, serta
dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat didasari atas
segi hukum dan dari segi non hukum. Hambatan yang dihadapi hakim dalam
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam hal pengawasan baik hakim,
jaksa maupun petugas Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk mengalami kesulitan
pengawasan karena letak geografis Lubuklinggau yang masih berupa desa-desa yang
mempunyai letak terpencil dan jauh dari Kota kabupaten serta apabila terpidana
pindah domisili satu ke domisili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan
hakim, jaksa maupun petugas Balai Pemasyarakatan yang melakukan pengawasan).

Kata Kunci  : Pidana, Pemidanaan, Pidana Bersyarat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana
atau undang-undang yang bersanksi pidana akan diancam dengan sanksi pidana. Hal
ini dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang
merugikan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana
seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu, apabila
pelaku tindak pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana maka
perkara pidana tersebut telah dianggap selasai (berakhir). Begitupun sebaliknya, jika
pelaku tindak pidana yang belum dijatuhi sanksi pidana, maka penyelesaian perkara
pidana belum dianggap selesai meskipun kerugian yang diakibatkan tindak pidana
tersebut telah diselesaikan (kerugian dan ganti rugi telah dibayarkan).!

KUHP yang merupakan sumber utama dari hukum pidana telah merinci
secara jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana, sebagaimana telah dirumuskan ke
dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok
dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati AN

'Fahmx Raghieb, Pengantar Hukum Penintensier,RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2008, Him. 81
2008, Him. 7.
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2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

3. Pidana Keputusan Hakim

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif),

sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Sifat imperatif ini
sesungguhnya sudah terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam rumusan kejahatan
maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: diancam satu jenis pidana
pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok lain) dan tindak
pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifat
alternatif, artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara itu, menjatuhkan
jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). Apabila menurut
penilaian hakim, kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis
pidana tambahan (misalnya Pasal 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan:
pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) yang
didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh

juga tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Walaupun prinsip dasar



penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa
pengecualiannya, dimana penjatuhan pidana tambahan bersifat imperatif.

Dalam hal penjatuhan pidana tingkat kemampuan bertanggaung jawab
haruslah diperhatikan, karena tingkat kemampuan bertanggung jawab seseorang itu
berbeda-beda yaitu: mampu atau tidak mampukah seseorang tersebut untuk
mempertanggung jawabkanya. Seseorang dikatakan mampu bertangung jawab jika
jiwanya sehat, yakni apabila ja mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa
perbuatanya bertentangan dengan hukum serta mengerti nilai dari akibat perbuatanya
sendiri. Sedangkan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab jika yang
bersangkutan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik dan buruknya perbuatan dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatan yang
dilakukanya. Sehingga dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai
hal yang menghapuskan pidana. Serta batas umur dianggap mampu bertanggung
jawab karena anak dibawah umur jika bersalah dikembalikan kepada orang tuanya
atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya
yang bersalah diserahkan kepada pemerintah. Walaupun sebenarnya menurut etika
setiap orangbertanggung jawab atas segala perbuatanya, tetapi didalam hukum pidana
yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim

menjatuhkan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hakim selaku manusia dalam

pengambilan keputusan pada peradilan juga dihadapkan pada resiko yang sama,

*Prasetyo Teguh,Hukum Pidana Edisi Revisi,Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, Him 83.



kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar pada
manusia. Oleh karena itu hukum tidak bisa dilihat hanya dari satu ketentuan yang
tertulis dalam pasal-pasal hukum dan perundangan. Penerapan sebuah peraturan
hukum sangat dipengaruhi oleh banyak variabel dari pihak-pihak yang terkait dengan
hukum itu sendiri.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana selain melihat pada
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ia juga harus melihat
perasaan hukumnya sebagai hakim. Tetapi yang disebut dengan perasaan hukum
bukanlah suatu yang bersifat subyektif, melainkan yang bersifat obyektif, yaitu cara
bagaimana hukum itu telah berespons dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum
itu. Dimana perasaan hukum itu sendiri adalah suatu keyakinan dimana kita dapat
merasakan hakekat dari hukum itu sendiri.*

Sehingga dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis, bahwa tidak semua
orang yang melakukan tindak pidana pasti memiliki V;/atak yang jahat atau seseorang
yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya sebagai contohnya seseorang
pengendara sepeda motor, dikarenakan remnya yang rusak sehingga secara mendadak
ia terpaksa menabrak orang, itu tidak harus dimasukkan ke dalam penjara. Seperti
diketahui, bahwa penjara merupakan tempat berkumpulnya narapidana untuk
dilakukan pembinaan oleh petugas yang berwenang. Disamping itu penjara juga

merupakan tempat berkumpulnya para penjahat untuk bertukar pikiran, sehingga

4 Ibid. Him. 23-24.



menyebabkan orang-orang seperti yang telah dicontohkan di atas mendapatkan
pengaruh yang negatif karena pergaulannya selama di penjara.

Mengenai pidana penjara ada yang berpendapat bahwa pidana penjara harus
dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin
dalam tulisannya yang berjudul ‘“Negara Tanpa Penjara” menurut Hazairin
masyarakat tanpa penjara merupakan suatu ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan
keuntungan baik dilihat secara spiritual dan secara material.’

Hakim selalu memilih penggunaan pidana penjara sebagai primadona dalam
pemidanaan dan penjatuhan pidananya, begitu juga terhadap perkara-perkara yang
ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun. Pada prinsipnya tujuan dari
pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki si pelaku dan mengembalikanya dalam
kehidupan masyarakat (resosialisasi), bukan untuk menderitakanya. Sebenarnya
orang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara,
kurungan bisa diwajibkan untuk bekerja di dalam atau diluar tahanan hal ini
ditunjukan untuk pembinaan daripada terpidana itu sendiri.®

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan daya guna dari pada
pada penjara masih patut dipertanyakan. Dewasa ini, hal tersebut banyak
mengundang perdebatan di antara pakar hukum, mengenai hakim yang dalam hal ini

cenderung mengutamakan pidana penjara dalam hal putusan mereka ketimbang

S . "
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Leislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan D j i
CV. Ananta, Semarang, 1994, Him. 3., ggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara,

yoman Serikat Purta Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Penembangan Hukum Pidana Bandung PT
Citra Adytia Bakti, 2008. Hlm 31. ’



menggunakan pidana bersyarat atau yang lazim dikenal dengan istilah “penjatuhan
pidana percobaan” dalam KUHP mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana
penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusan hakim
dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan dengan memberi
masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila masa percobaan terpidana
melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak m_emenuhi suatu syarat khusus
yang diperintahkan dalam putusan hakim terpidana wajib menjalani pidana penjara
atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim kepadanya. Hal ini disebut juga
pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling).

Pidana dengan bersyarat adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh
hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Walaupun
sering disebut dengan pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling), tetapi

sesungguhnya bukanlah salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal

” . 10 KUHP karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana

tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa
pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat
tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.’

Dilihat dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih
ditunjukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan
terhadap perbuatanya. Hal ini lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan yang

pemidanaannya lebih ditekankan untuk memperbaiki dengan pertimbangan sifat-sifat

7 .
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT.Alumni, Bandung,2004.Him 50-51.



serta keadaan terpidana. Di dalam KUHP pidana bersyarat salah satu bentuk pidana
alternatif dari pidana penjara, dalam Pasal 14a (1) berbunyi “Apabila hakim
menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak
termasuk pidana kurungan pengganti dalam putusunya hakim dapat memerintahkan
pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim
yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum
masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena
terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin
ditentukan dalam perintah itu.® Jadi pidana bersyarat bukanlah merupakan bentuk
pidana yang berdiri sendiri seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Walaupun
demikiaan bukanlah menjadi suatu penghalang bagi hakim untuk menggunakannya
sebagai alternatif bagi pidana penjara (khususnya untuk pidana penjara pendek atau
kasus-kasus yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun).

Dapat diketahui bahwa kenyataannya di dalam praktek hukum masih sangat
jarang sekali memberikan pidana bersyarat dalam setiap putusan mereka untuk setiap
kasus yang ancamanya kurang dari satu tahun. Dapat dilihat dalam praktek peradilan
pidana khususnya di Lubuklinggau. Jenis putusan yang mengandung pemidanaan
dengan bersyarat sangatlah jarang sekali, terlihat dari 750 perkara yang masuk
wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau hanya ada 6 (enam) putusan yang
mengandung pemidanaan dengan bersyarat. Pertama Putusan Nomor

314/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana perzinaan,

8, ..
Andi Hamzah KUHP DAN KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta,2006, Him. 7.



kedua Putusan Nomor: 470/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang
tindak pidana Penistaan yaitu diatur pada Pasal 335 ayat 1 ke- 2 KUHP. Ketiga
Putusan Nomor: 590/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang
tindak  pidana  kekerasan, keempat yaitu pada  Putusan Nomor:
1002/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang tindak pidana
penganiayaan dan putusan kelima, Putusan Nomor 1326/PID.B/2012/PN.LLG yaitu
tentang penganiayaan. Serta yang keenam adalah Putusan Nomor:
1649/PID.B/2013/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana
pengrusakan atau merusak barang. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis
melakukan penelitian di Pepgadilan Negeri Lubuklinggau, karena masih sangat
jarang sekali penerapan pidana bersyarat tersebut.

Kenyataan seperti ini mungkin disebabkan karena kemampuan dalam hal
pengawasan terhadap terpidana untuk pidana bersyarat masih sangat terbatas,
kemudian faktor sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi. Kendala yang
dihadapi oleh terpidana pidana bersyarat mungkin berbeda dengan terpidana untuk
pidana penjara. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya
tujuan dari pidana bersyarat hanya tertuju pada aspek resosialisasi kepada pelaku
tindak pidana dan kalau dihubungkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang

pada hakekatnya untuk memperbaiki pribadi si pelaku, membuat orang jera dalam



melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjdi tidak

mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.’
Tabel 1

Perkara Untuk Pidana Bersyarat Selama Tahun 2012-2013 (Bulan Agustus)

NO Nomor Putusan Pengadilan Pasal
Putusan Nomor : 284 Ayat 1 (satu) ke-1b
1
314/PID.B/2012/PN.LLG KUHP
Putusan Nomor : 335 Ayat 1 (satu) ke-2
2
470/PID.B/2012/PN.LLG KUHP
Putusan Nomor :
3 170 Ayat 1 (satu) KUHP
590/PID.B/2012/PN.LLG
Putusan Nomor :
4 351 Ayat 1 (satu) KUHP
1002/PID.B/2012/PN.LLG
Putusan Nomor :
5 351 Ayat 1 (satu) KUHP
1326/PID.B/2012/PN.LLG
Putusan Nomor :
6 406 Ayat 1 (satu) KUHP
1649/PID.B/2013/PN.LLG

¢ Sumber : Pengadilan Negeri Klas 1-B Lubuklinggau, 2013 (Agustus)

®Ibid.,Hlm. 97-98.
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Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
LUBUKLINGGAU”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya
terbatas pada:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
bersyarat di Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau ?

2. Apa yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat di

Pengadilan Negeri Klas 1B lubuklinggau ?
C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta
pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul.
Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah dasar pertimbangan hakim
di Pengadilan Negeri Klas IB LubukLinggau dalam menjatuhkan pidana bersyarat
dan hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi yaitu mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana

bersyarat;

2. Mengetahui hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pidana bersyarat;
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Adapun manfaat yangdibarapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung
pemidanaan dengan bersyarat,

b. Secara praktis, penulisan ini dapat merupakan sumbangan bagi masyarakat
yang ingin mengetahui mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan
penerapan sanksi pidana bersyarat.

E. Kerangka Teori

Menurut Muladi, apa yang dinamakan pidana adalah bentuk penerapan pidana
sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan pasal 14f KUHP,
dengan segala peraturan pelaksanaannya.' Hukum pidana positif Indonesia
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang intinya tetap menggunakan
Wetvoek van Strafrecht negeri Belanda yang disesuaikan menurut kebutuhan dan
keadaan di Indonesia.!! KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang
berpijak pada tiga tiang yaitu pertama asas legalitas yang menyatakan tiada pidana
tanpa undang-undang; kedua asas kesalahan yaitu bahwa orang hanya dapat dipidana

untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; ketiga asas

:‘l’ Muladi, Op.Cit., Him.6.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, C.V. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, Him. 115-116.
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pengimbalan (pembalasan) sekuler, berisi bahwa pidana dikenakan dengan berat
ringannya perbuatan yang dilakukan. 12

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan
yang bersifat non intitusional yang dapat dijatubkan oleh hakim kepada terpidana,
apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya
pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan
hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan
menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial
budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetapi
juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang
tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku
tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi
kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat
kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain
yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana sebab dengan pidana
perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu
keluarga. Selain itu Pidana Penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi
narapidana. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan (sistem kepenjaraan di
Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena

terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para

12 Ibid., Him. 118.
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narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang.
Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa
mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga
Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana.
Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka

hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara
pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk
pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si
terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi
terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang
dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang
memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana
bersyarat.13
F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka
dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu peneltian
hukum sosiologis atau penelitian hukum indoktriner atau penelitian lapangan

maksudnya ialah karena penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau lapangan”.

3 wyyoe T
" Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1986 Him 34.
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Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. I
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diperlukan didalam penelitian ini tgrdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di
lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder, data yang
diperoleh malalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur,
peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat antara lain:
1. Undang-Undang Dasar RI 1945
2. Undang-Undang Nomr 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu
menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa
penjelasan meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

" Usmawadi, Dalam Buku Materi Pendidikan Latikan Dan

. K i .
Hukum FH Unsri, Palembang, 2013, Him.250, emahiran Hukum (PLKH), Laboratorium
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3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai
majalah."

3.Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, dalam hal ini
adalah Hakim, Jaksa, dan Petugas di Balai Pemasyarkatan Lubuklinggau. Dalam hal
ini hakim yang di jadikan sampel adalah Dannie Arsan Fatrika yang pernah
menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Sedangkan Jaksa Faisal dan Sasmidianto
adalah jaksa yang pernah mendakwakan pidana bersyarat kepada terdakwa.
Sedangkan petugas Balai pemasyarakatan adalah R.A. Fikri petugas yang perna
melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat yang ada
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IB LubukLinggau. Karena tidak semua
populasi diteliti, maka hanya beberapa Hakim, beberapa jaksa serta beberapa petugas
balai pemasyarakatan yang dijadikan sample. Cara yang digunakan dalam penarikan
sample adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sample untuk tujuan tertentu
saja'$, yaitu ditunjukan terhadap Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat bagi
narapidana, jaksa yang pernah mendakwakan pidana bersyarat serta petugas balai

pemasyarakatan yang pernah mengawasai narapidana yang pernah dijatuhkan pidana

bersyarat.

15Qnar:
Soerjono Sockanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinj i PT Raj
\ o matif Suatu Tinjauan SingkatPT RajaGrafindo Persada,

" Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,Hlm. 91.
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4. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian dalam penulisan skripsi ini mengambil lokasi
penelitian dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau Sumatera
Selatan. Hal ini dikarenakan masih sangat jarang sekali pidana bersyarat ini
dijatuhkan Khususnya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dari 750 perkara yang
masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama tahun 2012 sampai
dengan 2013 hanya ada 6 (enam) putusan yang mengandung pemidanaan bersyarat.
Pada kasus pertama terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana wanita telah nikah melakukan zina.
Kedua, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah melakukan penganiayaan
berat. Ketiga, terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana ‘melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dimuka umum.
Kasus keempat mengenai penganiayaan. Kasus kelima sama dengan kasus yang
keempat dan kasus ang keenam melakukan tindak pidana pengrusakan.
5.Teknik Pengumpulan Data
a. Data primer
Data primer adalah data diperoleh dari hasil wawancara langsung
dilapangan dengan pihak-pihak terkait yang mempunai wewenang (Hakim,
Jaksa dan petugas Balai pemasyarakatan) sehubungan dengan informasi

yang diperlukan.
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b. Data Sekuder
Data penulis diperoleh dengan membaca buku-buku (bahan hukum) dan
undang-undang yang berkaitan dengan masalah keyakinan hakim dalam
memutuskan suatu perkara pidana yang merupakan penjelasan menganai
bahan hukum primer, dokrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.
6.Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif berupa penggambaran dan
penjabaran dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau
paparan yang sistematis dan dapat dimengerti serta digunakan analisis dengan
menggunakan Teknik  interprestasi hukum, yaitu dengan menjabarkan dan
menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen hukum. "’

Penarikan kesimpulan dalam penelitian menggunakan logika berfikir deduktif
(metode deduktif), yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan secara
umum kemudian berkaitan dengan permasalahn yang khusus, seperti menjabarkan
permaslahan kemudian mengambil suatu pasal-pasal yang khusus untuk menjawab

permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi

7 Ibid., Him. 68.

18 .
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